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ABSTRACT

Trade payables are short-term liabilities arising from credit purchases of goods or services, so their
accounting treatment must comply with accounting standards to avoid misstatement in financial statements.
This study assesses the conformity of the accounting treatment of trade payables with the Financial
Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) at PT Karya Machindo Industries, Bekasi Regency, a
manufacturer that has experienced delays in paying its suppliers. A descriptive qualitative method
following the Miles and Huberman model was used, based on observation, interviews with purchasing,
finance, and accounting staff, and documentation of the 2025 trade payables list. The results show that the
recognition, measurement, and presentation of trade payables conform to SAK EP, whereas disclosure
does not, because the company has not prepared Notes to Financial Statements (CALK). This non-
conformity appears to stem from a financial reporting orientation focused on tax compliance. The company
is advised to prepare CALK covering accounting policies, balances by supplier, maturity, and payment-
delay risk, and to improve its cash-flow management.

Keywords: Trade Payables; SAK EP; Recognition, Measurement; Presentation, Disclosure

Abstrak

Utang usaha merupakan liabilitas jangka pendek yang timbul dari pembelian barang atau jasa
secara kredit dari pemasok, sehingga pencatatannya harus sesuai standar akuntansi agar tidak
menimbulkan kesalahan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui
kesesuaian perlakuan akuntansi utang usaha berdasarkan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada PT
Karya Machindo Industries Kabupaten Bekasi, yang mengalami keterlambatan pembayaran
kepada pemasok. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model Miles dan
Huberman, melalui observasi, wawancara dengan staf Purchasing, Finance, dan Accounting, serta
dokumentasi daftar utang usaha tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan,
pengukuran, dan penyajian utang usaha telah sesuai dengan SAK EP, sedangkan pengungkapan
belum sesuai karena perusahaan belum menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan orientasi pelaporan keuangan yang hanya diarahkan untuk
kepentingan perpajakan. Perusahaan disarankan menyusun CALK yang memuat kebijakan
akuntansi, rincian saldo per pemasok, jatuh tempo, dan risiko keterlambatan pembayaran, serta
memperbaiki pengelolaan arus kas.

Kata Kunci: Utang Usaha; SAK EP; Pengakuan; Pengukuran; Penyajian; Pengungkapan
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1. PENDAHULUAN
Industri manufaktur di Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan

penciptaan lapangan kerja, sehingga perusahaan dituntut mengelola aktivitas operasional dan
keuangan secara efektif dan efisien agar mampu bersaing di pasar domestik maupun
internasional. Salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan adalah utang usaha,
yaitu liabilitas jangka pendek yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit dari
pemasok dan berkaitan erat dengan manajemen modal kerja, khususnya dalam menjaga
keseimbangan antara likuiditas dan kebutuhan operasional perusahaan [1]. Kesalahan dalam
perlakuan akuntansi utang usaha dapat menyebabkan distorsi informasi keuangan yang
berdampak pada pengambilan keputusan manajemen maupun pihak eksternal seperti investor dan
kreditur [1].

Di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan
adalah SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2025. Standar ini mengharuskan entitas melakukan
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan liabilitas secara konsisten agar laporan
keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya [2], dan penerapannya menjadi
penting terutama bagi perusahaan manufaktur skala kecil dan menengah yang belum terdaftar di
pasar modal. SAK EP disusun dengan mengacu pada IFRS for SMEs, yang dirancang dengan
persyaratan pengungkapan jauh lebih ringkas daripada IFRS penuh agar tidak membebani entitas
tanpa akuntabilitas publik [3]. Meskipun demikian, pengungkapan tetap merupakan bagian wajib
dari laporan keuangan.

PT Karya Machindo Industries merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknik dan
manufaktur komponen mesin, meliputi hardening dan fabrikasi sesuai kebutuhan konsumen, yang
berlokasi di Cibuntu, Kabupaten Bekasi. Aktivitas produksi perusahaan melibatkan transaksi
pembelian bahan baku dan komponen secara kredit dari pemasok, sehingga menimbulkan utang
usaha sebagai bagian dari liabilitas yang harus dikelola dengan tepat untuk menjaga kelancaran
produksi dan hubungan dengan pemasok.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat entitas yang belum menerapkan standar
akuntansi secara optimal. Penerapan SAK EP pada PT XYZ belum optimal karena perusahaan
belum menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan secara lengkap [4];penerapan SAK ETAP
pada suatu perusahaan sudah cukup baik, namun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku [5]; sementara pada koperasi, penerapan standar
akuntansi masih belum sepenuhnya sesuai karena laporan keuangan yang disusun belum lengkap
[6]. Studi pada usaha kecil dan menengah di Arab Saudi juga menemukan bahwa penerapan IFRS
for SMEs bersifat parsial dan kerap hanya bersifat simbolis akibat kompleksitas standar, beban
biaya, dan keterbatasan keahlian akuntansi [7]. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa
penerapan standar akuntansi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala sehingga
diperlukan evaluasi lebih lanjut. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menilai penerapan
standar secara keseluruhan, sedangkan kajian yang menelaah perlakuan akuntansi satu akun
liabilitas, yaitu utang usaha pada perusahaan manufaktur, berdasarkan empat aspek (pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) sepengetahuan penulis masih terbatas. Di situlah
kontribusi penelitian ini.

Berdasarkan hasil observasi selama praktik kerja lapangan, pengelolaan utang usaha di PT Karya
Machindo Industries masih menghadapi permasalahan keterlambatan pembayaran kepada
pemasok yang sering melebihi batas jatuh tempo, sehingga memicu penagihan berulang melalui

Analisis Perlakuan Akuntansi Utang Usaha Berdasarkan SAK EP pada PT Karya Machindo
Industries Kabupaten Bekasi (Indriani Catur Sendang)



44
Indriani Catur Sendang dkk / Jurnal llmiah Akuntansi Vol 3 No. 4 (2026) 42 — 50

email, telepon, dan WhatsApp, bahkan penghentian layanan atau pemblokiran otomatis oleh
sebagian pemasok. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara praktik
akuntansi yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan SAK EP. Oleh karena itu, rumusan
masalah penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi utang usaha berdasarkan SAK EP
pada PT Karya Machindo Industries Kabupaten Bekasi, dengan tujuan mengetahui kesesuaian
perlakuan akuntansi utang usaha pada empat aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan, dengan data yang digunakan berupa daftar utang usaha tahun 2025.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan produk akhir siklus akuntansi yang memberikan informasi

mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi [8]. Laporan keuangan juga
dipahami sebagai informasi kuantitatif keuangan suatu entitas dalam periode tertentu yang
merupakan hasil proses akuntansi [9]. Agar bermanfaat bagi pengguna, laporan keuangan perlu
memenuhi karakteristik kualitatif seperti keterpahaman, relevansi, materialitas, keandalan,
substansi mengungguli bentuk, prudensi, kelengkapan, keterbandingan, ketepatwaktuan, serta
keseimbangan antara manfaat dan biaya [2]. Menurut SAK EP, laporan keuangan yang lengkap
terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) [2],[4].

2.2. Standar Akuntansi Keuangan dan SAK Entitas Privat
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia saat ini terdiri atas empat pilar, yaitu SAK

Internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), dan SAK
Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) [2]. SAK EP berlaku bagi
entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan
bertujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditor dan pemilik yang tidak terlibat langsung
dalam pengelolaan usaha [2]. Standar ini disahkan pada 30 Juni 2021, berganti nama menjadi
SAK Indonesia untuk Entitas Privat pada 12 Desember 2022, dan berlaku efektif sejak 1 Januari
2025 [2]. Transisi pencatatan dari metode kas maupun metode akrual yang tidak konsisten ke
standar baru ini masih menjadi kendala bagi banyak entitas, terutama usaha kecil dan menengah
[10].

Perlakuan akuntansi utang usaha berdasarkan SAK EP diatur terutama dalam Bab 11 Instrumen
Keuangan Dasar, dengan definisi liabilitas pada Bab 2 konsep dan prinsip pervasif, penyajian
pada Bab 3 dan Bab 4 laporan posisi keuangan, dan pengungkapan pada Bab 8 (CALK) [2].
Perlakuan tersebut mencakup empat komponen. Pertama, pengakuan (recognition): entitas
mengakui utang usaha ketika telah menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen
tersebut, yaitu saat barang telah diterima atau jasa telah dinikmati sehingga timbul kewajiban
hukum kepada pemasok. Kedua, pengukuran (measurement): pada pengukuran awal, utang usaha
diukur pada harga transaksi (nilai faktur), sedangkan pada pengukuran selanjutnya diukur pada
nilai nominal yang belum dibayar dikurangi pembayaran yang telah dilakukan. Ketiga, penyajian
(presentation): liabilitas disajikan pada laporan posisi keuangan untuk menunjukkan likuiditas
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Keempat, pengungkapan (disclosure):
entitas wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi, rincian saldo utang kepada pemasok maupun
pihak berelasi, serta risiko nilai tukar apabila terdapat utang dalam mata uang asing, dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) [2].
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2.3. Utang Usaha
Utang usaha adalah liabilitas yang timbul dari pembelian barang, perlengkapan, atau jasa secara

kredit, yang umumnya diakui perusahaan sebesar harga pembelian yang tertera pada invoice [2],
dan merupakan salah satu bentuk liabilitas lancar yang paling umum ditemui dalam kegiatan
operasional perusahaan [11]. Keberadaan utang usaha memberikan fleksibilitas pengelolaan arus
kas karena perusahaan tidak harus membayar secara langsung pada saat transaksi terjadi, namun
pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu likuiditas maupun
hubungan dengan pemasok, sehingga pencatatan dan pengendalian utang usaha sangat diperlukan
[12]. Utang usaha memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu meningkatkan likuiditas,
mengoptimalkan modal kerja, membangun kredibilitas bisnis dengan pemasok, dan mendukung
pertumbuhan bisnis, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan melalui evaluasi dan kategorisasi
utang, penyusunan rencana pembayaran yang realistis, negosiasi dengan kreditur, serta
peningkatan efisiensi operasional [13].

Penelitian mengenai penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada laporan keuangan Koperasi
XYZ menunjukkan bahwa penerapan SAK EP menyebabkan perubahan perlakuan akuntansi pada
investasi entitas anak dan asosiasi, imbalan kerja, imbalan pasca kerja, serta penerapan pajak
tangguhan [14]. Penelitian mengenai pemeriksaan liabilitas jangka pendek menegaskan bahwa
pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan liabilitas perusahaan disajikan secara wajar,
lengkap, dan sesuai prinsip akuntansi [11]. Penelitian pada PT XYZ menemukan bahwa
perusahaan belum optimal menerapkan SAK EP karena belum menyajikan CALK, meskipun
pencatatan transaksinya sudah sesuai ketentuan [4]. Penelitian mengenai penerapan SAK EP pada
laporan keuangan triwulan sebuah bank perekonomian rakyat menunjukkan bahwa penerapan
standar tersebut membuat laporan keuangan lebih sistematis, transparan, dan sesuai standar
entitas privat [15]. Berbagai temuan tersebut memperkuat perlunya evaluasi kesesuaian perlakuan
akuntansi utang usaha pada PT Karya Machindo Industries.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di PT Karya Machindo Industries, perusahaan manufaktur dengan

sistem job order yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi—Cibitung KM 22, Kampung
Cibuntu Asem, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan
pengumpulan data lapangan selama enam bulan, yaitu Januari sampai Juni 2026. Data kuantitatif
yang dianalisis adalah daftar utang usaha periode tahun 2025, yaitu tahun buku yang telah
berakhir dan merupakan tahun pertama berlakunya SAK EP secara efektif. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan untuk mengeksplorasi dan
memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah [16]. Data
yang digunakan meliputi data kualitatif berupa hasil wawancara dengan Staf Purchasing, Staf
Finance, dan Staf Accounting, serta data kuantitatif berupa daftar utang usaha tahun 2025.

Sumber data terdiri atas data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti
dari informan serta dokumen invoice, faktur pajak, surat jalan, dan purchase order [17], dan data
sekunder berupa referensi buku, jurnal, serta laman resmi perusahaan. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui empat cara, yaitu observasi terhadap aktivitas pengelolaan utang usaha,
wawancara dengan divisi purchasing, finance, dan accounting, dokumentasi berupa berkas daftar
utang usaha dan bukti transaksi, serta studi pustaka atas literatur akuntansi, utang usaha, dan SAK
EP [18]. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat
tahap: pengumpulan data terkait daftar utang usaha tahun 2025; reduksi data untuk memilah
informasi yang relevan dengan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan;
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penyajian data dalam bentuk perbandingan antara praktik perusahaan dengan ketentuan SAK EP;
dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian [19].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang
dilakukan peneliti selama praktik kerja lapangan pada PT Karya Machindo Industries, dengan
informan staf divisi purchasing, finance, dan accounting yang terlibat langsung dalam proses
timbulnya pencatatan, dan pembayaran utang usaha.

4.1 Pengakuan Utang Usaha
Berdasarkan SAK EP Bab 2 dan Bab 11, liabilitas diakui ketika entitas memiliki kewajiban yang

timbul akibat transaksi masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar
sumber daya ekonomi. Pada PT Karya Machindo Industries, setiap barang yang diterima selalu
disertai surat jalan yang menjadi bukti serah terima dan menjadi dasar penerbitan invoice oleh
pemasok. Staf Purchasing menyatakan, “iya, karena jika ingin menerbitkan invoice barang harus
diserahkan terlebih dahulu”. Meskipun proses input data ke sistem baru dilakukan setelah invoice
diterima dan diverifikasi, tanggal transaksi yang dicatat tetap mengacu pada tanggal surat jalan,
sebagaimana ditegaskan Staf Accounting: “perusahaan akan mencatat utang saat invoice diterima,
tetapi tanggal transaksi sesuai tanggal invoice yang diterbitkan mengikuti tanggal surat jalan.”
Praktik ini konsisten dengan prinsip substansi mengungguli bentuk, sehingga pengakuan utang
usaha pada perusahaan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan SAK EP. Meskipun
demikian, karena pencatatan dilakukan setelah invoice diterima, terdapat risiko pemisahan
periode (cut-off): barang yang sudah diterima pada akhir periode tetapi invoicenya belum
diterima berpotensi belum tercatat sebagai utang usaha pada periode tersebut.

4.2 Pengukuran Utang Usaha
SAK EP Bab 11 mensyaratkan pengakuan awal liabilitas keuangan diukur sebesar harga

transaksi. Pada PT Karya Machindo Industries, nilai utang usaha dicatat sebesar nilai nominal
pada invoice yang telah dicocokkan dengan purchase order (PO). Sebagai ilustrasi, pembelian
senilai Rp10.000.000 dengan diskon dagang 2% menghasilkan nilai bersih Rp9.800.000, yang
setelah ditambah PPN 11% Rp1.078.000 menjadi Rp10.878.000 sebagai nilai yang dijurnal
sebagai utang usaha. Setiap invoice diverifikasi terlebih dahulu oleh Divisi Finance dan
Accounting; apabila ditemukan selisih nilai, dokumen dikembalikan untuk dikonfirmasi ulang
kepada pemasok. Diskon dagang langsung menjadi pengurang nilai invoice, dan untuk transaksi
impor perusahaan menerapkan skema uang muka (DP) 50% serta pelunasan 50% sebelum barang
dikirim, sehingga tidak terdapat saldo utang usaha dalam mata uang asing yang perlu diukur
ulang pada akhir periode. Dengan demikian, pengukuran utang usaha dinyatakan telah sesuai
dengan ketentuan SAK EP.

4.3 Penyajian Utang Usaha
SAK EP Bab 3 dan Bab 4 mensyaratkan liabilitas jangka pendek, termasuk utang usaha, disajikan

secara terpisah dari kelompok liabilitas maupun ekuitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.
Pada PT Karya Machindo Industries, akun utang usaha disajikan pada kelompok Pasiva dan
dipisahkan dari akun liabilitas lain seperti utang pajak dan biaya yang masih harus dibayar,
sebagaimana disampaikan Staf Accounting: “akun Pasiva.” Kelompok Pasiva memuat liabilitas
dan ekuitas, sehingga penyajian yang dimaksud adalah pada bagian liabilitas jangka pendek
dalam laporan posisi keuangan. Selain pada laporan posisi keuangan, perusahaan juga menyajikan
informasi utang usaha melalui daftar utang usaha yang disusun Divisi Finance sebagai dasar
pengajuan pembayaran kepada Direktur sebelum dana ditransfer melalui e-banking. Pemilihan
invoice yang dibayarkan pada setiap periode mempertimbangkan tanggal jatuh tempo dan kondisi

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI Vol. 3, No. 4, November 2026, pp. 42 - 50



47
Indriani Catur Sendang dkk / Jurnal llmiah Akuntansi Vol 3 No. 4 (2026) 42 — 50

kas perusahaan, didukung mekanisme persetujuan berjenjang oleh Direktur. Dengan demikian,
penyajian utang usaha dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan SAK EP.

4.4 Pengungkapan Utang Usaha
SAK EP Bab 8 dan ketentuan pengungkapan pada Bab 11 mewajibkan entitas menyusun Catatan

atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat kebijakan akuntansi, rincian saldo liabilitas, serta
informasi risiko dan jatuh tempo liabilitas. Berdasarkan hasil observasi, peneliti tidak menemukan
dokumen CALK pada berkas yang dikelola Divisi Accounting. Hal ini dikonfirmasi melalui
wawancara dengan Staf Accounting yang menjawab singkat “tidak” ketika ditanya mengenai
penyusunan CALK. Perusahaan memang memiliki daftar utang usaha yang memuat nama
pemasok, tanggal faktur, dan jumlah utang tiap faktur sebagai dasar pertimbangan pembayaran,
namun dokumen tersebut hanya bersifat operasional internal dan belum dapat dikategorikan
sebagai bentuk pengungkapan yang memadai bagi pihak eksternal. Kondisi ini sejalan dengan
temuan bahwa entitas privat sering belum optimal menerapkan SAK EP karena belum menyusun
CALK meskipun pencatatan transaksinya sendiri relatif sesuai [4]. Dengan demikian,
pengungkapan utang usaha pada PT Karya Machindo Industries dinyatakan belum sesuai dengan
ketentuan SAK EP.

Tabel 1 merangkum hasil analisis kesesuaian keempat aspek perlakuan akuntansi utang usaha
pada PT Karya Machindo Industries terhadap ketentuan SAK EP.

Tabel 1. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Utang Usaha dengan SAK EP

Aspek Ketentuan SAK EP Praktik PT Karya Machindo Kesesuaian
Industries
Pengakuan  Utang usaha diakui saat entitas Diakui pada tanggal surat jalan (saat Sesuai
menerima  manfaat  ekonomi barang diterima), meskipun
barang/jasa dan memiliki pencatatan baru dilakukan setelah

kewajiban hukum kepada pemasok invoice diterima dan diverifikasi.
(SAK EP Bab 2 dan bab 11).

Pengukuran Pengukuran awal pada harga Dicatat sebesar nilai invoice yang Sesuai
transaksi (nilai faktur); pengukuran telah diverifikasi terhadap PO;
selanjutnya pada nilai nominal diskon dagang menjadi pengurang
terutang dikurangi pembayaran langsung; tidak ada eksposur kurs
(SAK EP Bab 11). karena transaksi impor dilunasi

penuh (DP 50% + pelunasan 50%)
sebelum pengiriman.

Penyajian = Utang wusaha disajikan terpisah Disajikan pada akun Pasiva, terpisah Sesuai
dalam kelompok liabilitas jangka dari utang pajak dan biaya yang
pendek pada laporan posisi masih harus dibayar; didukung daftar
keuangan (SAK EP Bab 3 dan bab utang usaha dan  mekanisme

4). persetujuan pembayaran oleh
Direktur.
Pengungkap Entitas wajib menyusun Catatan Belum menyusun CALK; Belum
an atas Laporan Keuangan (CALK) pengungkapan hanya berupa daftar sesuai

yang memuat kebijakan akuntansi, utang usaha internal yang tidak
rincian saldo, dan risiko liabilitas memuat kebijakan akuntansi maupun
(SAK EP Bab 8). risiko secara formal.

Sumber: Data diolah, 2026

4.5 Pembahasan Ketidaksesuaian Pengungkapan dan Implikasinya
Ketidaksesuaian pada aspek pengungkapan menjadi temuan paling signifikan di antara keempat

aspek yang diteliti. Orientasi pelaporan keuangan perusahaan yang selama ini hanya diarahkan
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untuk memenuhi kebutuhan perpajakan, khususnya penyusunan neraca dan laporan laba rugi
sebagai lampiran SPT Tahunan Badan, membuat perusahaan belum merasa perlu menyusun
CALK, tanpa mempertimbangkan kebutuhan informasi bagi pihak eksternal seperti pemasok dan
kreditor.

Faktor penyebab. Selain orientasi perpajakan tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang
berpotensi menjelaskan belum disusunnya CALK. Pertama, tahun 2025 merupakan tahun pertama
SAK EP berlaku efektif [2], sedangkan transisi ke standar baru masih menjadi kendala bagi
banyak entitas [10]. Kedua, kapasitas dan pemahaman staf akuntansi terhadap ketentuan
pengungkapan dapat menjadi hambatan; studi pada usaha kecil dan menengah di Arab Saudi
menemukan bahwa keterbatasan keahlian akuntansi, kompleksitas standar, dan beban biaya
mendorong penerapan yang bersifat simbolis [7], dan pada PT XYZ pencatatan transaksi telah
sesuai tetapi CALK tidak disajikan [4]. Ketiga, tidak adanya tuntutan eksternal, misalnya
persyaratan CALK dari pemasok, bank, atau auditor, dapat membuat penyusunannya tidak
dianggap mendesak.

Tanpa CALK, pemasok dan kreditor tidak memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi,
rincian saldo per pemasok, dan jatuh tempo utang, sehingga sulit menilai risiko kredit perusahaan.
Kondisi ini relevan dengan permasalahan penelitian: pemasok yang mengalami keterlambatan
pembayaran berulang cenderung mengambil tindakan sepihak, seperti penghentian layanan atau
pemblokiran otomatis, sedangkan informasi jatuh tempo dan rencana pembayaran yang
diungkapkan secara formal berpotensi meningkatkan transparansi kepada pemasok. Selain itu,
laporan keuangan tanpa CALK berisiko dinilai tidak lengkap dan tidak dapat dinyatakan sesuai
SAK EP apabila diperiksa oleh pihak yang berwenang atau digunakan untuk pengajuan
pembiayaan.

Keterkaitan dengan penelitian terdahulu. Temuan ini sejalan dengan penelitian pada PT XYZ
yang menemukan CALK belum disajikan meskipun pencatatan sudah sesuai [4], serta penelitian
pada koperasi yang menemukan laporan keuangan belum lengkap [6]. Perbedaannya, penelitian
ini memperlihatkan bahwa pola yang sama juga terjadi pada level satu akun liabilitas, yaitu utang
usaha: tiga aspek pertama sesuai, tetapi aspek pengungkapan tertinggal.

Permasalahan keterlambatan pembayaran yang melatarbelakangi penelitian ini sendiri lebih
banyak bersumber dari keterbatasan kas operasional pada akhir bulan dibandingkan anggaran
yang diestimasikan pada awal bulan, bukan dari kesalahan pencatatan akuntansi, sehingga
perbaikan perlakuan akuntansi perlu diiringi dengan perbaikan pengelolaan arus kas agar
permasalahan keterlambatan pembayaran kepada pemasok dapat benar-benar teratasi [1],[13].

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dari empat aspek perlakuan akuntansi utang usaha

yang diteliti pada PT Karya Machindo Industries, tiga aspek yaitu pengakuan, pengukuran, dan
penyajian telah sesuai dengan ketentuan SAK EP. Pengakuan utang usaha telah sesuai karena
tanggal transaksi mengacu pada tanggal surat jalan sebagai dasar timbulnya kewajiban.
Pengukuran telah sesuai karena nilai yang dicatat merupakan nilai transaksi riil berdasarkan
invoice yang telah diverifikasi terhadap PO. Penyajian telah sesuai karena utang usaha disajikan
secara terpisah pada kelompok liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Namun,
aspek pengungkapan belum sesuai dengan ketentuan SAK EP karena perusahaan belum
menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang berkaitan dengan orientasi pelaporan
keuangan yang selama ini hanya difokuskan pada kebutuhan perpajakan. Ketiadaan CALK

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI Vol. 3, No. 4, November 2026, pp. 42 - 50



49
Indriani Catur Sendang dkk / Jurnal llmiah Akuntansi Vol 3 No. 4 (2026) 42 — 50

berpotensi menyulitkan pemasok dan kreditor menilai risiko kredit perusahaan. Secara
keseluruhan, permasalahan keterlambatan pembayaran yang menjadi latar belakang penelitian ini
lebih banyak bersumber dari keterbatasan kas operasional, bukan dari kesalahan pencatatan
akuntansi.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek penelitian hanya satu perusahaan

sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan manufaktur lain. Kedua, data yang
dianalisis terbatas pada daftar utang usaha satu periode, yaitu tahun 2025. Ketiga, data bersumber
dari observasi, wawancara, dan dokumentasi internal perusahaan tanpa triangulasi dengan pihak
eksternal seperti pemasok atau konsultan pajak. Keempat, informan terbatas pada staf divisi
Purchasing, Finance, dan Accounting selama praktik kerja lapangan, sehingga faktor penyebab
belum disusunnya CALK belum dapat dikonfirmasi dari sudut pandang manajemen atau pemilik.

5.3 Saran
Bagi PT Karya Machindo Industries, disarankan untuk: (1) menetapkan batas waktu maksimal

penerimaan invoice setelah barang diterima, misalnya 3—5 hari kerja, disertai komunikasi kepada
pemasok agar invoice dapat diterbitkan lebih segera; (2) mulai menyusun Catatan atas Laporan
Keuangan (CALK) dengan memanfaatkan daftar utang usaha yang telah ada sebagai dasar
penyusunan, dalam bentuk sederhana yang sekurang-kurangnya memuat dasar penyusunan dan
pernyataan kepatuhan terhadap SAK EP, kebijakan akuntansi utang usaha, rincian saldo per
pemasok, informasi umur dan jatuh tempo, utang dalam mata uang asing bila ada, serta risiko
keterlambatan pembayaran; (3) memperbaiki pengelolaan arus kas melalui penyusunan jadwal
pembayaran berdasarkan prioritas jatuh tempo, peningkatan perencanaan arus kas, serta negosiasi
ulang syarat pembayaran dengan pemasok bila diperlukan; (4) menyusun prosedur pencatatan
akrual pada akhir periode untuk barang yang telah diterima tetapi invoicenya belum diterima; (5)
memberikan pelatihan bagi staf akuntansi mengenai SAK EP, khususnya penyusunan CALK; dan
(6) mulai mempertimbangkan kebutuhan informasi pemasok, kreditor, dan pihak eksternal lain
dalam penyusunan laporan keuangan, tidak hanya untuk kepentingan perpajakan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan (1) memperluas ruang lingkup penelitian dengan
menganalisis komponen liabilitas jangka pendek lainnya seperti utang pajak dan biaya yang
masih harus dibayar, (2) melakukan studi komparatif pada beberapa perusahaan sejenis dan
beberapa periode, (3) menambahkan triangulasi dengan pemasok atau konsultan pajak serta
wawancara dengan manajemen untuk menguji faktor penyebab belum disusunnya CALK,
memperdalam analisis status jatuh tempo, serta (4) mengkaji dampak ketidaksesuaian perlakuan
akuntansi utang usaha terhadap rasio keuangan perusahaan seperti current ratio, quick ratio, dan
days payable outstanding.
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